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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara

pada  tingkat  pertama,  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan

penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarmadi bin Arjadin Bin Saikin,  tempat tanggal  lahir  Singkawang, 27 April

1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Buruh Bangunan, tempat kediaman di  Jalan Kridasana Gang

Tengah,  RT.  023  RW.  009,  Kelurahan  Pasiran,  Kecamatan

Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai Pemohon I;

Norhalimah binti Asmad, tempat tanggal lahir Simpadung, 24 Desember 1988

(umur  31  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Jalan

Kridasana, Gang Tengah, RT. 023 RW. 009, Kelurahan Pasiran,

Kecamatan  Singkawang  Barat,  Kota  Singkawang,  sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  13  Januari  2020  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Singkawang  dalam  register  perkara  Nomor  5/Pdt.P/2020/PA.Skw

tanggal 13 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 November 2008 Pemohon I dan Pemohon II

telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon I

di  Jalan Kridasana Gang Tengah RT.  023 RW. 009,  Kelurahan Pasiran,
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Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan wali nikah adalah

ayah kandung Pemohon II bernama Asmad dan yang menikahkan adalah

Pemuka masyarakat yang bernama Syahid, adapun yang menjadi saksi-

saksi adalah Hayan dan Mad Raji, dengan maskawin berupa uang sebesar

Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka

dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia

20  tahun,  telah  memenuhi  syarat-syarat  dan  tidak  ada  larangan  untuk

melakukan pernikahan;

3. Bahwa,  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tersebut  tidak

terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota

Singkawang karena keterbatasan biaya;

4. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Kridasana Gang

Tengah  RT.  023  RW.  009,  Kelurahan  Pasiran,  Kecamatan  Singkawang

Barat, Kota Singkawang;

5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup

rukun  sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  dikaruniai  4  orang  anak

masing-masing bernama;

1. Anatul Hasanah, lahir tanggal 17 Maret 2010.

2. Muhamad Fahri, lahir tanggal 17 Juni 2013.

3. Muhammad Zaini, lahir tanggal 18 Agustus 2015.

4. Muhammad Zainal, lahir tanggal 8 November 2017.

6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini

tidak  pernah  ada  orang  lain  yang  keberatan  ataupun  yang  menggugat

pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak

pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam ;

7. Bahwa  oleh  karenanya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  sangat

membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari  Pengadilan

Agama  Singkawang  untuk  mendapatkan  Bukti  Kutipan  Akta  Nikah  dari

Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Singkawang Barat,  Kota  Singkawang

dan  keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  penetapan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sarmadi bin Arjadin Bin

Saikin) dengan Pemohon II (Norhalimah binti Asmad) yang dilangsungkan

pada tanggal 18 November 2008 di Jalan Kridasana Gang Tengah RT. 023

RW.  009,  Kelurahan  Pasiran,  Kecamatan  Singkawang  Barat,  Kota

Singkawang;

3.  Memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk  melaporkan

perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I

dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan  perkara  ini  telah  dilakukan

pengumuman  dengan  jangka  waktu  empat  belas  hari,  sesuai  dengan

Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak

ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon

II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  I  Nomor

6172022704840006, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah
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dicocokkan  dan  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah  dinazegelen,  kemudian

diberi kode buki P.I.1;

2. Fotokopi  Kartu  Keluarga  atas  nama  Pemohon  I  Nomor

6172021409120006 tanggal 28 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Singkawang,  surat  tersebut  telah

diperiksa oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.I. 2;

3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Nomor

B.418/Kua.14.04.4/Pw.01/12/2019  tanggal  4  Desember  2019  yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota

Singkawang,  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Ketua  Majelis,  telah

dicocokkan  dan  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah  dinazegelen,  kemudian

diberi kode bukti P.I. 3;

4. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  II  Nomor

6172026412880001, surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah

dicocokkan  dan  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah  dinazegelen,  kemudian

diberi kode buki P.II.1;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga

mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Ahyan bin Arjedin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh

bangunan, bertempat tinggal di Jalan Kridasana Rt.023 Rw.009, Kelurahan

Pasiran,  Kecamatan  Singkawang  Barat,  Kota  Singkawang,  di  hadapan

persidangan  saksi  telah  memberikan  keterangan  di  bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;  

- Bahwa saksi abang Pemohon I;  

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  menghadap di persidangan ini

untuk mengesahkan pernikahannya;  

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;  

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008;  
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- Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  menikah di  rumah orang tua

Pemohon  I  di  jalan  Kridasana  Rt.023  Rw.009,  Kelurahan  Pasiran,

Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;  

- Bahwa  yang  menjadi  wali  nikah  Pemohon  II  pada  pernikahan

tersebut yaitu orang tua Pemohon II yang bernama Asmad;  

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Pemuka

Agama yang bernama Syahid;  

- Bahwa mahar  yang diberikan kepada Pemohon II  pada waktu  itu

berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai; 

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat yaitu Saksi sendiri dan

Mad Raji;  

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon

II berstatus gadis;  

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada  hubungan  darah,

semenda atau sesusuan;  

- Bahwa  tidak  ada  pihak  lain  yang  keberatan  atas  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon I;  

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap

beragama Islam;  

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

dikaruniai 4 (empat) orang anak;  

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

isbat nikah untuk mengurus buku nikah;  

- Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan tidak ada biaya dan tidak

mengerti administrasi pencatatan nikah;

2. Abdul Muthalib bin Mistam, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,

bertempat tinggal di Jalan Kridasana No. 38 RT. 023 RW. 009, Kelurahan

Pasiran,  Kecamatan  Singkawang  Barat,  Kota  Singkawang,  di  hadapan

persidangan saksi  telah  memberikan keterangan di  bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;  
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- Bahwa saksi  tokoh  masyarakat  di  tempat  tinggal  Pemohon I  dan

Pemohon II;  

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  menghadap di persidangan ini

untuk mengesahkan pernikahannya;  

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;  

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008;  

- Bahwa Pemohon I  dan  Pemohon II  menikah di  rumah orang tua

Pemohon  I  di  jalan  Kridasana  Rt.023  Rw.009,  Kelurahan  Pasiran,

Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;  

- Bahwa  yang  menjadi  wali  nikah  Pemohon  II  pada  pernikahan

tersebut yaitu orang tua Pemohon II yang bernama Asmad;  

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Pemuka

Agama yang bernama Syahid;  

- Bahwa mahar  yang diberikan kepada Pemohon II  pada waktu  itu

berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai; 

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat yaitu Ahyan dan Mad

Raji;  

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon

II berstatus gadis;  

- Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada  hubungan  darah,

semenda atau sesusuan;  

- Bahwa  tidak  ada  pihak  lain  yang  keberatan  atas  pernikahan

Pemohon I dan Pemohon I;  

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap

beragama Islam;  

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

dikaruniai 4 (empat) orang anak;  

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan

isbat nikah untuk mengurus buku nikah;  

- Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan tidak ada biaya dan tidak

mengerti administrasi pencatatan nikah;
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Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II  menyatakan tidak akan

mengajukan  alat  bukti  apapun lagi  dan  memberikan  kesimpulan tetap  pada

permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  itsbat  nikah  yang  diajukan

Pemohon I dan Pemohon II sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah

ditetapkan tidak  ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II tersebut; 

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan

permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak

berperkara  beragama Islam,  maka berdasarkan Pasal  49  ayat  (1)  huruf  (a)

Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama yang telah

diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  perkara  ini  menjadi

kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.1 berupa Kartu Tanda Penduduk

Pemohon I, bukti P.I.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan

bukti P.II.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, ketiga alat bukti surat

tersebut  merupakan  akta  otentik  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang

berwenang  dan  telah  memenuhi  ketentuan  syarat  formil  dan  syarat  materiil

suatu akta otentik, oleh karena ketiga alat bukti surat tersebut merupakan akta

otentik  yang  nilai  pembuktiannya  sempurna  dan  mengikat,  maka  dengan

demikian  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II
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berdomisili  di  wilayah yuridiksi  Pengadilan  Agama Singkawang,  dan perkara

yang diajukan merupakan perkara isbat nikah (bukti P.I.3),  berdasarkan Pasal

49  dan  73  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo  Pasal  132  Kompilasi

Hukum Islam,  Pengadilan  Agama Singkawang berwenang  untuk  memeriksa

dan mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mendalilkan

permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah melangsungkan

pernikahan  dengan  Pemohon  II  yang  dilangsungkan  menurut  hukum  Islam

pada  tanggal  pada  tanggal  18  November  2008,  di  Jalan  Kridasana  Gang

Tengah RT. 023 RW. 009, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,

Kota  Singkawang,  dengan  wali  nikah  Pemohon  II  yaitu  Bapak  kandung

Pemohon II  yang bernama Asmad dan disaksikan oleh  2  orang saksi  yang

bernama Ahyan dan Mad Raji  dengan maharnya berupa uang sebesar  Rp.

100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

setempat,  sehingga  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  memperoleh  bukti

pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya untuk mendapat

kepastian hukum tentang status perkawinannya Pemohon I  dan Pemohon II

mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.I.1 sampai dengan

bukti P.I.3 dan P.II.1, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil

suatu alat  bukti,  sehingga terhadap bukti-bukti  tersebut dapat  diterima untuk

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  P.I.1  (fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk

Pemohon I), bukti P.I.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II)

dan bukti P.II.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), terbukti Pemohon

I  dan Pemohon II  berdomisili  di  Kota  Singkawang yang merupakan wilayah

Yuridiksi Pengadilan Agama Singkawang. 

Menimbang, bahwa bukti  P.I.3 berupa Surat Keterangan Belum Pernah

Tercatat terbukti  pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada

Register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat.
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  tersebut  merupakan  akta

otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi

ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena bukti

tersebut  merupakan  akta  otentik  yang  nilai  pembuktiannya  sempurna  dan

mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I

dan Pemohon II adalah suami istri sah, namun pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon  II  tersebut  tidak  terdaftar  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

setempat,  oleh  karenanya  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  pihak  yang

berkepentingan (persona standi in judicio) untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang,  bahwa  selain  mengajukan  bukti-bukti  tertulis  tersebut

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  juga  telah  menghadirkan  dua  orang  saksi  di

persidangan;

Menimbang,  bahwa saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon  I  dan  Pemohon  II,

sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon  I  dan

Pemohon II  mengenai dalil  permohonan Pemohon I  dan Pemohon II  adalah

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri  dan relevan dengan

dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam Pasal  308 R.Bg.,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon  I  dan

Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena

itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  dan  dikuatkan  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  Pemohon  I  dan

Pemohon  II,  serta  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  terbukti  fakta  kejadian

sebagai berikut :

 Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II

sesuai syari’at Islam pada tanggal 18 November 2008, di Jalan Kridasana
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Gang Tengah RT. 023 RW. 009, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang

Barat,  Kota  Singkawang,  dengan  wali  nikah  Pemohon  II  yaitu  Bapak

kandung Pemohon II  yang bernama Asmad dan disaksikan oleh 2 orang

saksi yang bernama Ahyan dan Mad Raji dengan maharnya berupa uang

sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

 Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  terdapat  halangan

pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara maupun yang bersifat

permanen;

 Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejaka sedangkan Pemohon II

berstatus perawan;

 Bahwa selama hidup bersama Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada

pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

serta tidak pernah bercerai;

 Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II

tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

 Bahwa  pernikahan  Pemohon I  dan  Pemohon II  tidak  tercatat  karena

keterbatasan biaya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak punya Buku

Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan;

 Bahwa Pemohon I  dan Pemohon II  sangat  membutuhkan Penetapan

Nikah dari  Pengadilan Agama Singkawang, guna dijadikan sebagai dasar

hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah  dinilai  terbukti

tersebut  di  atas,  bahwa pernikahan  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

tersebut  telah  dilaksanakan  menurut  Hukum  Islam  maupun  peraturan

perundang-undangan yang berlaku karena pernikahan tersebut telah memenuhi

syarat-syarat  dan  rukun-rukun  pernikahan,  selain  itu  juga  Pemohon  I  dan

Pemohon  II  selama  menikah  tidak  pernah  bercerai,  namun  pernikahan

Pemohon I  dengan Pemohon II  tersebut  tidak  tercatat  pada  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;

Menimbang,  bahwa  suatu  perkawinan  dianggap  sah  apabila  telah

memenuhi ketentuan hukum materil  yakni telah dilakukan dengan memenuhi

rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon

suami,  calon istri,  wali  nikah, dan 2 orang saksi  serta akad Ijab dan Kabul,

sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini

oleh  laki-laki  yang  ingin  menjadikannya  istri,  maksudnya  bukan  merupakan

orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi

Hukum Islam menyatakan  “Perkawinan  yang  tidak  dapat  dibuktikan  dengan

Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal

yang  berkenaan  dengan  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  Pemohon  I  dan

Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan

oleh Para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan

Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar

larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi

Hukum Islam, dengan demikian sesuai  ketentuan Pasal  2  ayat  (1)  Undang-

Undang  tersebut,  maka  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  dapat

disahkan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mengetengahkan  Nash  Syar’i

yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Dalam kitab I’aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi: 

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan,

harus  menyebutkan  sahnya  perkawinan  dan  syarat-syaratnya,

seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b.  Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :  Dan  diterima  pengakuan  orang  yang  sudah  baligh  dan  berakal

tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon

II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; 

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (Sarmadi  bin

Arjadin  bin  Saikin)  dengan  Pemohon  II  (Norhalimah  binti  Asmad) yang

dilaksanakan pada tanggal  18 November 2008 di  Jalan Kridasana Gang

Tengah  RT.  023  RW.  009,  Kelurahan  Pasiran,  Kecamatan  Singkawang

Barat, Kota Singkawang; 

3. Memerintahkan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  untuk

melaporkan perkawinan tersebut  kepada Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Singkawang  Barat,  Kota  Singkawang  untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

4. Membebankan  kepada  Pemohon  I  dan  Pemohon  II untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh

enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.,

sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H., dan Miftah Ulhaq Thaha Murad,

S.H.I.,  M.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Skw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  Selasa  tanggal  11

Februari  2020  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  16  Jumadil  Akhir  1441

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1

.

Biaya

Pendaftaran

: Rp. 30.000,

00

2. Biaya  Alat

Tulis Kantor

: Rp. 50.000,00

3.

4.

Biaya

Panggilan

PNBP

Panggilan

:

:

Rp.

Rp.

180.000,00

20.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

6

.

Biaya redaksi : Rp. 10.000,

00
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Jumlah Rp. 296.00

0,00
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